
WALIKOTA DENPASAR 
PROVINS! BALI 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 
NOMOR 1 TAHUN 2023 

TENTANG 
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA DENPASAR, 

Menimbang : a. bahwa pemberian biaya operasional penunjang kepada 
Walikota dan Wakil Walikota sebagai upaya untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

b. bahwa pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Wali:kota di 
Pemerintah Kota Denpasar perlu didukung dengan biaya 
penunjang operasional agar dapat meningkatkan kinerja 
tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan 
mengaspirasi kebutuhan masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan 
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, biaya 
penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, 
penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan 
dan kegiatan khusus lainnya guna mencukung pelaksanaan 
tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Biaya Penunjang Operasional 
Walikota dan Wakil Walikota. 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tchun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
Kementerian Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PENUNJANG 
OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Denpasar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar. 
3. Walikota adalah Walikota Denpasar. 
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Der.pasar. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Denpasar. 

6. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal 
dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik 
Daerah dan pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 
serta lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. 

7. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya yang disediakan 
bagi Walikota dan Wakil Walikota setiap tahun untuk 
menunjang kegiatan operasional dalam rangka koordinasi, 
penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan 
masyarakat, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan 
pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa yang dibiayai 
melalui APBD. 

Pasal 2 
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: 
a. penganggaran; 
b. penggunaan; dan 
c. pertanggungjawaban. 

BAB II 
PENGANGGARAN 

Pasal 3 

(1) Walikota dan Wakil Walikota dalam pelaksanaan tugasnya 
diberikan Biaya Operasional Penunjang. 

(2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibebankan pada APBD. 

(3) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli 
Daerah, yang terdiri dari: 

a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah} 
paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh 
lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga 
persen) ; 

b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai 
dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah} 
paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh 
juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen}; 



c. diatas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar 
rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma 
lima persen); 

d. diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) 
sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma 
delapan persen); 

e. diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) 
sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima 
puluh miliar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 
(empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 
0,40% (nol koma empat persen); dan 

f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh 
miliar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam 
ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol 
koma satu lima persen). 

(4) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksudkan 
pada ayat (3) diberikan dengan pembagian sebesar 60% 
(enam puluh persen) untuk Walikota dan sebesar 40% 
(empat puluh persen) untuk Wakil Walikota. 

Pasal 4 

Biaya Penunjang Operasional dianggarkan pada APBD dan 
dibayarkan sesuai anggaran kas. 

BAB III 
PENGGUNAAN 

Pasal 5 

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi: 
a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai 

koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah, pemerintah 
negara lain, pemerintah daerah lain, pemerintah desa, 
masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka 
membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta 
kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Walikota 
dan W akil Walikota; 

b. biaya penanggulangan kerawanan sosial dapat digunakan 
untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan 
penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena 
kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik 
sosial yang menimpa masyarakat Daerah; 

c. biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai 
kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Walikota dan 
W akil W alikota; dan 



d. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk 
membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, 
pemberian apresiasi untuk masyarakat yang berprestasi 
dalam kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya dan 
keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan dan 
pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang 
mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota 
di bidang pembangunan dan pemerintahan diluar kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c. 

BAB IV 
PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 6 

(1) Pertanggungjawaban penggunaan dana Biaya Penunjang 
Operasional dilakukan setelah pembayaran diterima dari 
rekening kas umum Daerah. 

(2) Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti tanda 
terima/kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kata Denpasar. 

Diundan an di Denp 
pad g 
SEK 

Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 26 Janvari 2023 

t WALIKOTA DENPASAR,t 

----�I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA f 
/re 

IDA BA ALIT WIRADANA 
BERITA DAEAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 1 


